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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI BALI

NOMOR %7 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN. OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH GENERAS] TELADAN

RABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

KREPALA BANTOR WILAYAH REMENTERIAN AGAMA

Menimbang :

Mengingat

H

C.

PROVINSI BALL

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8
aval [2] Persigran Menlert Agama Nomor 90 Tahun
2013 tentang Penvelenpuorasan Pendidikan Madrasih,
periuy memberikan izin eperasional rerhadap Madrasah
Swasta di Lingkungan Kantor Wilavah Kementerian
Agama Provins Bali;

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan

Muadrasah yang bermutu, puria memberikan
kesemputan masvarakal melalul organisasi berbadan
hukum  untuk menveélengearakan modrasah  sesul
dengan Swandar Nasional

bahwa mudrasah vang tercantum dalam Lampiran
Keputusan L telah memenuli persyaratan
administratif, teknis, dan Kelayakan yang lelah
ditoupian|

bahwa  berdasarkun  pertimbangan  scbhagaimuana
dimaksud dalam huruf &, huruf b dan huruf ¢ di atss,
perlu menctapkan Keplutusan Kepala Kantor Wilaveh
Rementerian Agama Provins: Bali rentang Penetapan
Pemberian  lzin  Operasional  Pendirian  Madrasah
Tsanawivah Generast Teladan Kabupaten Tabanan.

Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional |Lembaran Negara Republik
Indonesm Talun 2003 Nomor 78, Tembahean Lembyran
Negurn Republik Indonesia Nomor 4301

- Unidang-Undang Nemor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemetintah Nomor 19 Tehun 2005 tentang

Standar Naslonal Pendidikan  (Lembaran  Negars
Repulbllk Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembmran Negara Republik Indoensia Nomor 4496)
sehaguimana telah divbah dengan Peraturan




n

Permnerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas  Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasiong| Pendidikan {Lembaran Negiiry
Republik Indonesia Nomor 5410,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib  Belajar Pendidikan Dagar (Lembaran Negura
Republik Indopesia Tahun 2008 Nomar 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Fendanaan Pendidikan (Lembaran Negara  Republik
Indonesis Tahun 2008 Nemor 91 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomos 864,

«Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru [Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahar Lembaran Negary Ripublik
Indonesia Nomor 494 1)

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 lenting

Pengelolaun don Penyvelengaaraan Pendidikun
(Lembaran  Negars Republik  Indonesiy Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran  Negarn Repubiik
Indonesia  Nomor 2150) sebagaimana telah  diubuah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
lenitang Perubahan Ates Peraturan Pemeriniah Normor
17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan dup
Penyelenggaraan  Perdid|kan \Lermbaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambuhun
Lemiburay Negars Republik Indonesia Nurmor 3157);

8.Peraturan Menter Pendidikan  Nasianal Namar 24

10

11

Tahun 2007 Stander Sarana  dan Prasarana uniuk
Sckolah Dasar/Madrasah Ibtidaivah, Sekolak Menvrgah
Pertami / Madrasah Tranawiyah, dan Sekolah Menetigah
Atas/ Madrasah Alivaly,

 Peraturan Monteri Perdidikan Naslonal Nomarp (£

Tahun 2010 tentang  Standat  Pelayanan Mirire|
Pendidikan dj kabupaten/kola sebagaimana  1elah
diubah menjudi  Peraturan Menter  Pendidikan dan
Kebudavaan Nemor 23 Tahun 2013 tentang Pervubahan
atas Perdturan Menteri Pendidikan Nasional Nomaor |5
tabun 2010 tentang  Standar  Pelavanan Ml
Peridhidikan di Kaby paEte ) Kota:

Peraturan  Menter Agama  Nomer 90 Tahun 2014
lentung renyelenggurnnn Pendidikan Madrasab |[Heria
Negura Republik Indonesis Tahun 2013 Nomur 1 3A8Y
sebagarmana telah divbeh dengan Peraturarn Menier
Agrma Nomer 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Alas
Peralurmn  Menter Agamun Nomor o0 Tahun 2013
tentang Penvelonggirann Pendidikan Madrasah (Bering
Negara Republik Indonesin Tahun 2015 Nomaor | 7335

Peraturan Menter Agama Nomor 2 Talun 21 L2 tentang

Pengawas Madrusah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pads Sekolah (Berita Negara Republil Indenesis

tentang  Perubghan Atas Peraturan Mesier Agama
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah tfan




Menetapkan -

KESATU

KEDUA

RETIGA

KEEMPAT

Fengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Beriiy
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12 Keputusan Mentert Agama Nomor 2074 Tahun 1998

lentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian
Wewenang di Lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA  PROVINSI  BALlI  TENTANG  PENETAPAN
PEMBERIAN IZIN. OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH GENERAS] TELADAN KABUPATEN
TAGANAN

- Menctapkan lzin Operasivnal Pendirian Madrasah kepada

madrasah sebagaimana tercantum datam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Selelih Jangka waktu 4 (Empat) tahun, Kepala Madrasah

yeng bersangkutan wajib:

4, menyampaikan laporan  perkembangan  madrassh
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama  vang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah pescrina
Hictik, pelaksanaan  kurikulum,  pelaksanasan
pemenuhan standar SHTANA  pragarand,  dan
pelaksansgan pemenuban  standar  pendidikan  dan
tenags kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi scholah/
Madrasah  kepada BAP-S/M  sesuai  ketentuun
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam  hal perkembangan Madrasah sebagaimuana
dimaksud dalam Diktum Eedua hurul a dinilai memenuhi
standar pelavanan minimal penvelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil skreditasi sebagaimans dimaksud Diktum
Kedus hurul b mendapat peringkat minimul ©, maka izin
aperasional scbagaimana dimaksud dulem Dikium Kesatu
tetap horinku.

Dalam  hal  perkembangan  madrasah  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua hurul a dinilatl memenuhi
stundor pelayvanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/ainy hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Dikium
Kedua huruel b tidek mendapat peringkat micimal C, maks
izin eperasional sebagaimiong dimaksud dalam Dikium
Kesatu dicabut,



KELIMA Reputusan ini mula; berlaku sejak tangral ditetapkan,

Ditetapkan dj Denpasar
Pada tanggal 28 Mej 2010




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS] BALI
NOMOR 327 TAHUN 2019

TENTAN(]

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAL
GENERASI TELADAN KABUPATEN TABANAN

IDENTITAE MADRASAH YANG DIBERIKAN 1ZIN UPERASIONAL

I | Namo Madrasah
2 | Nomor Statistik Madrassah

3 | Alama Madrasal

5_ Akic Notaris Organisas
_ Penyelenggara
Mengesahon Akte Notars
| 6 | Urgunisas] Penyvelenggara

| Madrasah Tsanawiyah Generasi Teladan

121251023006

Jin, Bay Pass Ir. Sorkarno
Desa/Kelurnhan Dauh Peken Kecamatan
| Tebanan Kabupaten Tabanan Provins: Hali

AL INAYAH

No. 18 Herm Yudhiante P, 8 1. Tanesal 19

Jum 2008

| AHU-2279. AH 01.02. Tahun 2008 Tanggal
17 Seplember 2008

Ditetapkan di Denpasar
pada lunggal 28 Mei 2019

ALA KANTOR WILAYAH
M TERIAN AGAMA PROVINS! BALL



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomaor © B-1476/Kw.18 3/1/PP.00/05/2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah . MADRASAH TSANAWIYAH GENERAS! | 28
TELADAN

Alamat - JL. BAY PASS IR SOEKARNO

Kelurahan - DAUH PEKEN

Kecamatan - TABANAN

Kabupaten/Kota . KABUPATEN TABANAN

Provinsi . BALI

Penyelenggara Madrasah  © AL INAYAH

Akte Notaris Penyelenggara : NO. 18 HERRI YUDHIANTO P.. S H

Pengesahan Akte Notaris - AHU-4279.AH.01 02. TAHUN 2008
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2008

Berdiri Sejak - 28 MEI 2018

Dengan Momor Statistik Madrasah (NSM);

1 2 5 1 0 2 3




